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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 57 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

Menimbang       :  a.   bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru 

Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan 

Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024; 

 b. bahwa untuk mengakomodir usulan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah terkait pergeseran belanja antar jenis belanja, antar 

program, kegiatan dan sub kegiatan serta pergeseran antar 

rekening belanja untuk memenuhi kekurangan belanja wajib 

dan perbaikan rekening belanja bantuan sosial. 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat          : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6870); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

6847); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

431); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 111); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 9); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 9); 

26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 58 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 58); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   :  PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2024. 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
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4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

Provinsi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih 

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 

(satu) periode anggaran. 

 

Pasal 2 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 semula sebesar Rp10.520.158.094.735,00 tidak 

mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut: 

 

1.  Pendapatan daerah 

 a. Semula  Rp 9.227.019.051.847,00 

 b. Bertambah/(berkurang)  Rp 0,00 

 Jumlah pendapatan daerah setelah  

 perubahan  Rp 9.227.019.051.847,00 

2.  Belanja daerah 

 a. Semula  Rp 10.220.158.094.735,00 

 b. Bertambah/(berkurang)  Rp 0,00 

 Jumlah belanja daerah setelah   

 perubahan  Rp 10.220.158.094.735,00 

3.  Pembiayaan daerah 

 a. Penerimaan pembiayaan 

  1)Semula  Rp 1.293.139.042.888,00 

  2) Bertambah  Rp 0,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan  

Setelah perubahan  Rp 1.293.139.042.888,00 

 b. Pengeluaran pembiayaan 

  1) Semula  Rp 300.000.000.000,00 

  2) Bertambah Rp 0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan  Rp 300.000.000.000,00 

  Jumlah pembiayaan netto setelah 

  Perubahan Rp 993.139.042.888,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran  

setelah perubahan  Rp 0,00 
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Pasal 3 

(1) Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini.  

(2) Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri dari: 
1.  Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2.  Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
3.  Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran 

Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta 
SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal  11 Desember 2024 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 11 Desember 2024 

Plt.  SEKRETARIS DAERAH 

 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

MUHAMAD KATMA F. DIRUN 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 57 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

 
MASKUR, S.H., M.H. 

NIP. 19691025 199603 1 003 
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